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BAB II 

SISTEM TANGGUNG RENTENG DAN PARTISIPASI ANGGOTA 

 

A. Tanggung Renteng 

1. Pengertian dan Karakteristik Tanggung Renteng 

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, 

menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila 

orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, 

rangkaian, untaian.
1
 Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung 

jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala 

kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling 

mempercayai.
2
 Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng 

adalah
3
: 

a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.  

b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.  

c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa 

percaya diri kepada anggota. 

d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan 

anggota. 

                                                           
1
 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/,  2016), 

diakses 10 November 2016.  

2
 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita 

Jawa Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36. 

3
 Andriani S. Soemantri, dkk, Bunga Rampai Tanggung Renteng, (Malang: Puskowajanti 

LIMPAD, 2001), 37. 

http://kbbi.web.id/
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Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan 

permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak 

datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau 

simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung 

renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok. 

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu 

menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih 

besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksananakan tanggung 

renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus 

diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi 

kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-

masing. 

2. Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng 

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa 

adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur 

yang harus dipenuhi yaitu
4
: 

a. Kelompok. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar 

nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi 

anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. 

Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional 

artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling 

percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya 

                                                           
4
 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung ..., 34. 
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aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan 

konsisten. 

b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar 

simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari 

pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada 

pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban 

secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam 

kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar 

pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok 

akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila 

terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran 

kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah 

seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak 

dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota 

kelompok tersebut.  

c. Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap 

anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan 

peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok 

tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini 

dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota 

dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok penerapan sistem 

tanggung renteng. 
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3. Syarat dan Ketentuan Kelompok Tanggung Renteng 

Syarat untuk bisa diterapkannya sistem tanggung renteng, anggota 

harus terhimpun dalam kelompok. Aktivitas dikelompok pula yang menjadi 

basis pengelolaan sebuah koperasi dengan sistem tanggung renteng. Ada 

dua pintu untuk bisa menjadi anggota koperasi untuk bisa menjadi anggota 

koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng yaitu bergabung 

dengan kelompok yang sudah terbentuk dan membentuk dan ada juga yang 

membentuk kelompok baru dengan syarat calon anggota yang terhimpun 

minimal 15 orang. Batasan jumlah anggota minimal ini didasarkan pada 

pertimbangan beban yang akan dipikul setiap anggota sebagai tanggung 

jawab ketika terjadi penyimpangan. Asumsinya semakin sedikit jumlah 

anggota maka akan semakin berat beban ketika terjadi TR.
5
 

Walaupun keberadaan kelompok menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota dalam kelompok. Tapi disetiap kelompok diperlukan seorang 

penanggung jawab (PJ) yang akan mengkoordinir kegiatan kelompok. 

Itulah sebabnya ketika sebuah kelompok terbentuk, pertama kali yang 

dilakukan adalah memilih penanggung jawab (PJ) kelompok. Dalam 

pemilihan inipun, hak sepenuhnya berada di anggota untuk menentukan 

siapa diantara mereka yang akan menjadi PJ. 

 

4. Mekanisme Tanggung Renteng 

Sistem tanggung renteng dapat ditemukan dua macam mekanisme 

                                                           
5
 Ibid.,49. 
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yaitu:
6
 

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan 

ditingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan 

diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala 

konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota maka proses 

pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota. 

Dengan demikian cara pengambilan keputusan adalah dengan 

musyawarah yang akan menghasilkan kesepakatan bersama. Artinya 

apa yang telah diputuskan harus bisa dipertanggung jawabkan.
7
 

b. Mekanisme kontrol 

Mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng memaksa untuk 

membiasakan anggota menjadi bertanggung jawab. Dalam sistem ini 

bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota 

dalam kelompok akan menanggung beban. Bila ternyata secara 

kelompok tidak mau menanggung beban tersebut , maka hak anggota 

dalam kelompok tersebut juga tidak bisa direalisasi. Mekanisme 

inilah yang kemudian memunculkan kontrol moral diantara anggota. 

Bahkan kontrol tersebut dikembangkan oleh masing-masing 

kelompok menjadi peraturan kelompok.
8
 Berikut diantara peraturan 

kelompok sebagai upaya anggota menjaga eksistensi kelompoknya: 

                                                           
6
 Ibid.,66. 

7
 Ibid.,67. 

8
 Ibid., 71. 
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1) Tidak hadir dipertemuan kelompok tiga kali berturut-turut, SPP 

akan ditunda. (Aturan ini dimaksudkan agar anggota dalam 

kelompok disiplin dalam hal kehadiran) 

2) Di TR (melalaikan pembayaran kewajiban) lebih dari 2 kali 

dalam satu periode pinjaman akan diturunkan setengah dari 

pinjaman periode sebelumnya. (Aturan ini dimaksudkan agar 

setiap anggota punya rasa tanggung jawab atas kewajibannya 

masing-masing sehingga tidak menyusahkan teman dalam 

kelompok). 

3) Anggota yang mengajukan SPP harus hadir dalam pertemuan 

kelompok, bila tidak maka SPP tidak dimusyawarahkan berarti 

tidak ada persetujuan dan tidak ada realisasi pinjaman. (Aturan 

ini dimaksudkan agar kelompok bisa mendengar langsung 

paparan dari anggota yang mengajukan pinjaman. Hal ini juga 

akan menghindarkan terjadinya pendomplengan). 

Peraturan kelompok inilah sebagai bentuk kontrol kelompok pada 

perilaku anggotanya. 

 

5. Tanggung Renteng dalam Islam 

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam, akan 

tetapi dalam bidang hukum Islam, terdapat istilah kafa>lah yang merupakan 

jaminan yang diberikan oleh penanggung (ka>fil) kepada pihak ketiga untuk 
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memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
9
 Dalam 

pengertian lain, kafa>lah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 

sebagai penjamin. 

Kata kafa>lah secara etimologi memuat makna d{ama>n (jaminan), 

h}amalah (beban), dan za’amah (tanggungan). Dalam hukum Islam kafa>lah 

berkaitan dengan masalah utang-piutang antara seseorang dan pihak lain 

dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin.
10

 

D}ama>n secara etimologi memuat makna jaminan, dan tanggungan. 

Dalam terminologi hukum Islam ia memuat makna menjamin 

(menanggung) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau 

menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. Dari pengertian 

ini dapat diketahui, bahwa d}a>man dapat dan boleh diterapkan dalam 

berbagai bidang mu’amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan 

jiwa manusia. D}ama>n dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan 

dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, 

dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat.
11

 

Dengan demikian kafa>lah dan d}ama>n dapat diterapkan dalam masalah 

jual-beli, pinjam-meminjam (‘ariyah), titipan (wadi>’ah), utang-piutang, 

                                                           
9
 Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 123.  
10

 Suqiyah Musyafa’ah, “Hadith Hukum Ekonomi Islam”, (Surabaya: UIN SA Press, 

2014), 161. 
11

 Menurut Imam al-Mawardi salah seorang Syafi’iyah. 
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agunan (rahn), kerja patungan atau qira>d (mud}ha>rabah), barang temuan 

(luqa>tah), peradilan (qad}a>’), pembunuhan (qis}a}s), gasab, pencurian 

(sariqah), dan lain sebagainya
12

 Definisi ka>falah antara lain; 

1. Menurut Jumhur ulama; 

Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab 

orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau 

utang itu menjadi tanggung jawab keduanya.
13

 

2. Menurut ulama Ha}nafiah; 

Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya 

dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, uang, 

materi, maupun pekerjaan.
14

 

Kata kafa>lah disebut juga dengan d{aman (jaminan), h{amalah (beban), 

za’amah (tanggungan). Secara syara’ kafa>lah adalah proses penggabungan 

tanggungan kafi>l menjadi tanggungan as{i>l dalam tuntutan atau permintaan 

dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.
15

  

Pertanggungan ini dalam Islam disebut kafa>lah dimana unsur-unsur 

yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, kafa>lah harus 

mensyaratkan adanya kafi>l, as{i>l, makful lahu, dan makful bihi.16
 Kafil disini 

adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi 

atau orang yang ditanggung. Seorang kafi>l diharuskan memenuhi kriteria 

                                                           
12

 Suqiyah Musyafa’ah, Hadith Hukum...,161. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah: jilid 13, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: 

al-Ma’arif, 1987), 174.   
16

 Ibid.    
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balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan 

adanya kafa>lah. As{i>l adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang 

ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk kafi>l tidak 

diharuskan ada pada diri as{i>l. Sedangkan makful lahu adalah orang yang 

memberikan hutang. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia 

itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan 

dan kedisiplinan. Makful bihi adalah orang, barang atau pekerjaan yang 

wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung. 

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun al-kafa>lah satu yaitu ijab 

dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat 

al-kafa>lah adalah sama dengan pendapat Sayyid Sabiq dengan 

menambahkan lafaz{ disyaratkan keadaan lafaz{ itu berarti menjalin, tidak 

digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.
17

 

Kafa>lah menurut Muhammad Syafi’i Antonio terdapat 5 jenis
18

: 

1. Kafa>lah Bil Ma>l merupakan jaminan pembayaran barang atau 

pelunasan utang. 

2. Kafa>lah Bit Taslym ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian 

atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.  

3. Kafa>lah Al Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh 

jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. 

4. Kafa>lah Al Mu’llaqah merupakan penyederhanaan dari Kafa>lah Al 

                                                           
17

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.   

18
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah..., 124-125.  
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Munjazah 

5. Kafa>lah Bin Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri 

(Personal Guarantee) 

Model Penerapan Sistem tanggung renteng termasuk dalam Kafa>lah 

Bin Nafs, dimana seluruh anggota memiliki tanggung jawab satu sama lain. 

al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang 

praktik tanggung renteng seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi 

dengan tidak munculnya istilah tanggung renteng secara nyata dalam al-

Qur’an. Walaupun begitu al-Qur’an masih mengakomodir ayat ayat yang 

mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik tanggung 

renteng seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama. 

a) Ayat al-Qur’an 

Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai muatan nilai-nilai 

yang ada dalam praktik tanggung renteng adalah Surah al-Maidah [5]:2 

                                           

                                    

                                 

                                    

    

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram], jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 
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janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”19 

 

Ayat ini memuat perintah tolong menoling antar sesama manusia. 

Dalam sistem tanggung renteng nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan 

pengurus anggota KSPPS MBS yang merelakan dana modal dipinjamkan 

kepada anggota kelompok tanpa anggunan guna menolong anggota 

kelompok yang kesulitan dalam urusan dana. 

b) Sunnah Nabi 

Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh  المسلوكة

 :tradisi, dan terpuji. Jama’nya sunan. Nabi SAW. Bersabda ,الطرىقه

مً خَلالَاَ اوَْ احََلَّ حَ  رْطاًالْمُسْلمُِوْنَ عَلَ شُرُوْطِهِمْ الِاَّ شَ  [رَا مًا ]رواه التر مذيحَرَّ  

Artinya: “Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka 
sepakati, kecuali dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau yang 
mengharamkan yang haram.” (HR. At-Turmudzi)”.

20
 

 

Hadits ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam melakukan akad 

atau transaksi. Orang muslim dalam melakukan transaksinya tergantung 

oleh syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua belah pihak, 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang 

haram. Dalam KSPPS seharusnya harus ditetapkan demikian baik akad 

transaksi dan aturan yang ada dalam sistem harus disepakati dengan jelas 

                                                           
19

  Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya 
20

 Sunan at-Turmudzi, Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara, Bab 60, No. 

2517, 60.   
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diawal. Jika telah disepakati bersama maka kedua belah pihak (pihak 

KSPPS dan anggota) terikat dalam suatu ikatan yang harus dipatuhi secara 

bersama, dan tidak boleh ada yang melanggar kecuali syarat-syarat yang 

tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah. 

c) Ijma 

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini 

(aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain 

terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.
21

 

Sebagai dalil dari kebolehannya memakai ijma dalam menetapkan 

hukum ini adalah: 

.حَسَناً فهَُوَ عِنْدَا لله الْمُسْلمُِوْنَ  مَا رَاهَُ           

Artinya: “Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik 
maka dalam pandangan Allah SWT juga baik.” 

 

Rahasia praktik aqilah adalah mengangkat perselisihan dan 

percekcokan antar suku Arab. Dengan adanya aqilah berarti telah 

membangun suatu kehidupan yang positif (al-hasan) diantara para suku 

Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik aqilah 

mendorong para ulama untuk bermufakat (ijma’) bahwa perbuatan 

semacam aqilah tidak bertentangan dalm nilai nilai yang terkandung dalam 

syariah Islam. 

d) Ishtisan 

Ishtisan dalam pandangan ahli, ushul adalah memandang suatu itu 

                                                           
21

 Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 122. 
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baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah di suku Arab kuno terletak pada 

kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.
22

 Melihat 

manfaat yang yang signifikansi dari raktik aqilah diantara nya : 

mempertahankan keseimbangan kesukuan dan dengan demikian, kekuatan 

pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman 

anggota suku lain:  

a. Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat 

tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus 

menjaga kegiatan anggotanya dengan saksama 

b. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membyar 

ganti rugi 

c. Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah 

mengakibatkan kehancuran total suku suku yang terlibat 

d. Mempertahankan sepenuhnya kerjasama para anggota dari setiap 

suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).
23

 

 

B. Partisipasi Anggota 

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan 

untuk mempertahankan ikatan pemersatu didalam koperasi. Oleh karena itu, 

koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-

bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat 

diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota. Juga diharapkan manfaat 

                                                           
22

 Ibid., 124. 
23

 Ibid. 
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dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi mereka 

kepada koperasi dalam aneka kegiatan-kegiatan koperasi. Atas dasar itu koperasi 

diharapkan menanamkan dasar-dasar distribusi pemanfaatan dari hasil atau 

pelayanan-pelayan yang bersifat ekonomis dan sosial untuk mempertahankan 

semangat kebersatuan anggota-anggota dan kesetiaan mereka kepada semangat 

koperasi.
24

  

1. Pengertian Partisipasi Anggota 

Istilah partisipasi secara harfiah sebenarnya diambil dari bahasa asing 

participation, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Partisipasi 

dimaknai seorang pemimpin melaksanakan tugas-tugasnya akan dapat lebih 

berhasil bilamana pemimpin tersebut mampu meningkatkan partisipasi 

semua komponen atau unsur yang ada. Oleh karena setiap pemimpin dalam 

bidang apa pun, mulai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah 

harus mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau unsur yang 

ada.
25

 

Dengan jalan meningkatkan partisipasi, maka berarti semua 

komponen atau unsur yang ada akan diikutsertakan baik secara langsung 

maupun tidak langsung antara lain dalam pembuatan perencanaan serta 

pengambilan keputusan, hal ini berarti semua komponen atau unsur yang 

ada akan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan 

                                                           
24

 Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi, (Jakarta: Grasindo, 1992), 93. 

25
 Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi, (Jakarta: LPFE-UI, 1999), 63. 
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kegairahan kerja serta rasa tanggung jawabnya dapat ditingkatkan.
26

 

Dengan demikian karena semua komponen atau unsur yang ada 

merasa ikut terlibat di dalam proses pembuatan perencanaan dan 

pengambilan keputusan, maka semua komponen atau unsur akan merasa 

ikut bertanggung jawab akan terlaksananya semua itu. Semua perencanaan 

dan keputusan yang dirasakan sulit, apabila didalam pembuatan dan 

pelaksanaannya mengikutsertakan semua komponen atau unsur yang ada 

maka akan mudah untuk melaksanakan dan merealisasikannya.
27

 

Anggota koperasi adalah adalah setiap warga Negara Indonesia yang 

mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi 

yang sama dengan sesama anggota lain.
28

 Jadi, anggota koperasi adalah 

seluruh anggota koperasi yang orang-orang turut serta dalam kegiatan 

koperasi tersebut, dan Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan 

sekaligus pengguna jasa koperasi. Peran anggota  sebagai pemilik 

meliputi
29

: 

a) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam 

menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum rapat anggota 

maupun dalam kesempatan lainnya. 

b) Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok 

                                                           
26

 Ibid. 

27
 Ibid. 

28
 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. 

29
 Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 

Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Koperasi 

Syariah. 
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dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan 

dalam rapat anggota. 

c) Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan pengawas. 

d) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya 

koperasi. 

e) Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota. 

f) Menanggung risiko jika terjadi kerugian. 

Peran anggota sebagai pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa 

pelayanan koperasi
30

. 

 

2. Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi 

Anggota koperasi mempunyai berbagai kewajiban antara lain:
31

 

A. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Keputusan dalam rapat anggota koperasi yang telah dituangkan 

dalam anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga koperasi haruslah 

ditaati semua anggota. Semua kemauan anggota sudah dituangkan 

pada rapat anggota sehingga hasil keputusan pada Rapat Anggota 

juga menjadi setiap anggota. Tentu saja tidak semua keinginan 

anggota akan menjadi keputusan dan tidak semua keputusan Rapat 

Anggota seperti yang diinginkan masing-masing anggota. Akan 

tetapi setiap anggota harus konsekuen menjalankan keputusan 

                                                           
30

 Ibid. 

31
 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis  Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta: 

Andi, 2012), 12.  
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tersebut. Setiap anggota tidak diperkenankan melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan keputusan yang telah disepakati dalam 

rapat anggota. 

B. Berpartisipasi dalam Kegiatan Usaha Koperasi 

Kegiatan usaha KSP adalah simpan pinjam, maka setiap 

anggota harus berpartisipasi dalam kegiatan simpanan yang dibentuk 

koperasi, paling tidak pada simpanan pokok maupun simpanan wajib. 

Setiap anggota juga harus berpartisipasi dalam penyaluran pinjaman 

yang dilakukan KSP, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. 

Berpartisipasi dalam peminjaman untuk dirinya sendiri membawa 

konsekuensi seiap anggota harus mempunyai kegiatan usaha di luar 

koperasi, yang dananya dapat memanfaatkan pinjaman dari KSP. 

Sedagkan berpartisipasi dalam pinjaman untuk orang lain membawa 

konsekuensi setiap anggota merupakan tim pemasaran, yang secara 

terus-menerus mencari nasabah yang baik. Setiap anggota yang telah 

berpartisipasi pada koperasi, baik melalui simpanan ataupun 

pinjaman, harus diberi penghargaan baik yang dikaitkan dengan SHU 

ataupun bentuk lainnya. 

C. Mengembangkan dan Memelihara Kebersamaan 

Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar pada 

asas kekeluargaan. Perkembangan koperasi menjadi kewajiban 

seluruh anggota, walupun anggota koperasi telah mendelegasikan 

kewajiban tersebut kepada pengurus. Setiap anggota perlu secara 
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aktif membantu pengurus dalam merealisasikan perkembangan 

koperasi. Anggota koperasi mempunyai berbagai hak, antara lain:
32

 

a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 

dalam Rapat Anggota. 

b) Memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas. 

c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam 

Anggaran Dasar 

d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar 

rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. 

e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama 

antara sesama angota. 

f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi 

menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

Hak setiap anggota adalah menghadiri rapat anggota. Jangan 

sampai ada anggota yang melarang anggota lain untuk hadir dalam 

rapat anggota karena ada perbedaan kemauan . Perbedaan kemauan 

setiap anggota harus diakomodasi dan diambil jalan tengah secara 

demokratis, dan setiap keputusan rapat anggota merupakan 

keputusan setiap anggota yang harus dijalankan bersama. 

Hak setiap anggota adalah memilih atau dipilih sebagai 

pengurus atau pengawas. Tidak boleh ada seseorang anggota pun 

yang melarang anggota lain untuk memilih atau dipilih hadir dalam 

                                                           
32

 Ibid., 13. 
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rapat anggota, karena adanya perbedaan kemauan.  

Apabila ada anggota yang tidak memiliki roh atau semangat 

koperasi, yaitu kekeluargaan, maka pada perjalanannnya 

dimungkinkan untuk terjadinya bantuan kepentingan yang 

mengakibatkan tujuan kuperasi menjadi tidak sama. Kesamaan tujuan 

koperasi dimungkinkan untuk dibentuk dari latar belakang anggota 

koperasi yang sama atau paling tidak karena adanya semangat yang 

sama.
33

 

 

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kunadi, partisipasi 

terdiri dari:
34

 

a. Pertisipasi Dipaksakan (Forced) dan Partisipasi Sukarela (Voluntary). 

Pertisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau 

keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan 

partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta 

berpartisipasi. 

b. Partisipasi Formal dan Partisipasi Informal. 

Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme 

formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi bersifat 

                                                           
33

 Ibid. 

34
 Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi, (Jakarta: LPFE-UI, 1999), 6. 
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informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan 

bawahan sehubungan dengan partisipasi. 

c. Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung. 

Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 

pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan 

terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung 

terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain 

yang akan bicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

d. Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Intensif. 

Partisipasi Kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik 

dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan 

keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan 

koperasi. Sedangkan Partisipasi Intensif yaitu kedudukan anggota 

sebagai pemilik atau pengguna dengan memanfaatkan berbagai 

potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang 

kepentingannya. 

Partisipasi dalam kehidupan koperasi ditegaskan bahwa koperasi 

adalah badan usaha (perusahaan) yang pemilik dan pelanggannya adalah 

sama, yaitu para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas koperasi 

yang sering digambarkan dalam lambang segitiga (Tri-angel Identity of 

Cooperative). Jadi, Pelanggan = Pemilik = Anggota dimana ketiga pihak 

tersebut orangnya dalah sama. Koperasi merupakan alat yang digunakan 
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oleh para anggota untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang telah 

disepakati bersama. Disini dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya, 

berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu 

koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari 

para anggotanya. Apa yang dijelaskan diatas sebenarnya sesuai dengan 

pasal  17 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang menyebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik 

dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa 

koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.
35

 

Partisipasi diperlukan untuk mengatasi penampilan yang buruk dari 

koperasi, menghilangkan salah tindak pihak manajemen dan membuat 

kebijaksanaan pegelola diperhitungkan. Terdapat satu alasan yang 

mendasar mengapa partisipasi merupakan kondisi yang diperlukan untuk 

penampilan koperatif , yaitu agar pihak manajemen koperasi tahu apa yang 

menjadi kepentingan anggotanya dan berapa banyak serta kualitas 

pelayanan yang bagaimana yang diperlukan oleh para anggota.  

Manajemen membutuhkan informasi yang cukup banyak untuk 

pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan koperasi.
36

 

Dalam hal ini manajemen koperasi mempunyai keterbatasan 

kemampuan dalam mengumpulkan informasi. Setiap manajeman koperasi 

tidak mungkin mengetahui informasi yang diperlukan setiap waktu. 

                                                           
35

Ibid., 64. 

36
 Ibid. 
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Informasi itu harus ditemukan dan mekanisme untuk menemukan informasi 

baru bersesuaian dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

koperasi dalam hal kepentingan (interest) anggota melalui proses 

partisipasi.
37

 

Pertisipasi pada koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan proses 

kegiatan perusahaan non koperasi dalam memperoleh informasi. Jika suatu 

perusahaan nonkoperasi menjal suatu pelayanan atau jasa dalam suatu 

pasar bebas, akan memperoleh umpan balik dari para pelanggannya agar 

dapat bersaing dengan berhasil. Umpan balik ini terutama terdiri atas 

informasi tentang jumlah (kuantitas) dan kualitas produk yang dijual. Bila 

pelanggan tidak puas, maka mereka akan membeli sedikit dan dengan 

bertindak demikian pelanggan memberi perusahaan tersebut suatu 

informasi yang berharga dalam meningkatkan mutu pelayanannya. Para 

pelanggan bahkan bisa memberikan informasi langsung seperti keluhan dan 

saran yang berharga bagi peningkatan mutu pelayangan.
38

 

Dalam suatu koperasi, intensitas partisipasi dapat jauh lebih banyak 

karena fakta bahwa anggota bukan hanya pelanggan tapi juga pemilik dari 

suatu perusahaan. Para anggota dapat mempengaruhi dan mengendalikan 

manajemen tidak hanya memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan 

yang diberikan tetapi juga bila diperlukan dapat memberhentikan pihak 

                                                           
37

 Ibid. 

38
 Ibid., 65. 
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manajemen dari fungsi dan kedudukannya.
39

   

 

4. Cara Meningkatkan Partisipasi 

Ada berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi anggota. 

Diantaranya dengan menggunakan materi dan nonmateri.
40

 Peningkatan 

partisipasi dengan menggunakan materi dapat melalui pemberian bonus, 

tunjangan, komisi, dan insentif serta lainnya. Peningkatan partisipasi 

nonmateri ini salah satunya adalah dengan jalan mengikutsertakan semua 

komponen atau unsur, terutama dalam proses pembuatan perencanaan 

maupun dalam hal pengambilan keputusan. Dari berbagai macam cara, 

mana cara yang paling baik tentu tidak dapat ditetapkan secara pasti, sebab 

segala sesuatu sangat tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. 

 

5. Indikator Pengukuran Partisipasi Anggota 

Menurut Anoraga dan Nanik “pengukuran partisipasi anggota 

berkaitan dengan peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus 

sebagai pelanggan”
41

. Lebih lanjut Anoraga dan Nanik mengungkapkan 

peran ganda tersebut sebagai berikut: Dalam kedudukannya sebagai 

pemilik para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan 

dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan 

                                                           
39

 Ibid. 
40

 Ibid., 66. 

41
 Anoraga, Panji dan Nanik Widiyati, Dinamika Koperasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 115. 
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(penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau 

dana-dana pribadi yang diinvestasikan pada koperasi) dan mengambil 

bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses 

pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi.  

Partisipasi semacam ini disebut partisipasi kontributif. Dalam 

kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan 

berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi 

dalam menunjang kepentingannya. Partisipasi semacam ini disebut 

partisipasi insentif
42

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

untuk partisipasi anggota, yaitu: 

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota 

(kehadiran, keaktifan, dan penyampaian atau mengemukakan 

pendapat / saran / ide / gagasan / kritik bagi koperasi).  

2) Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, 

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, jumlah dan 

frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal). 

3) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit 

usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit 

usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha 

yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang 

maupun jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara 
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 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 
 

pengambilan, bentuk transaksi, waktu layanan). 

4) Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, 

tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan 

jalannya organisasi dan usaha koperasi) 

Jika ditinjau dari sudut pandang para anggota perseorangan yang 

menilai keinginannya, maka dimensi partisipasi akan saling berkaitan satu 

dengan yang lain dan dapat dijelaskan sebagai berikut;
43

Para anggota 

perseorangan akan berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perusahaan 

koperasi: 

1) Jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhannya 

2) Jika pelayanan itu ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat 

yang lebih menguntungkan ketimbang yang diperolehnya dari pihak-

pihak lain diluar koperasi. 

3) Hal itu berarti bahwa para anggota harus memiliki hak dan 

kesempatan serta termotivasi dan sanggup berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan mengenai tujuan yang hendak dicapai dan 

dalam mengendalikan/mengawasi prestasi organisasi koperasi dan 

perusahaan koperasinya.  
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